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Abstract: The discourse about waqf property in Islamic Law is
closely related to the formulation of the concept of property. The
discourse revolves around the question of whether the definition of
the waqf object refers to its material side in the sense of ‘ainul al-
wagqf, or does it refer to the substance side in terms of benefits and
results. Can immaterial objects such as Intellectual Property Right can
be used as endowments. This research is a type of qualitative
research. Judging from the data collection type library research. The
approach used is juridical-normative. In data analysis, the author uses
content analyst methods, descriptive using a deductive mindset. The
results of the study concluded that the waqf in the form of
Intellectual Property Right as contained in the Indonesian
Representative Law in Indonesia is valid according to Islamic Law,
because it has been in accordance with the view of one of the schools
of figh, namely the milikiy school, which permits waqf in the form of
benefits. This conformity is produced through the method of #hdg al-
masd’il bi nadairiha (equating a problem with a comparable one). The
point of conformity between the two is equally including objects that
are immaterial

Keywords: Intellectual Property Right, Waqf, Islamic Law.

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di
Indonesia sebagai penyempurna dari peraturan perundang-undangan
yang telah ada, merupakan langkah yang perlu mendapat apresiasi dari
umat Islam di Indonesia. Sebab, selain sebagai penjamin kepastian
hukum wakaf, Undang-Undang tersebut juga menjamin unifikasi hukum
perwakafan di seluruh nusantara. Terdapat dua alasan yang mendasari
dibentuknya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pertama,
memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut,
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potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat
ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Dalam hal ini di antaranya
adalah wakaf, yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana ibadah dan
sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini
dapat memajukan kesejahteraan umum. Kedua, praktik yang sekarang ada
pada masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu
buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan
baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara
melawan hukum. ' Said Agil Almunawwar (mantan menteri agama, wakil
dari pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul Undang-Undang
wakaf), pernah menyatakan tujuan Undang-undang wakaf. Pertama,
menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan. Kedwna, melindungi dan
memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wdgif. Ketiga, sebagai
instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung-jawab bagi para pihak
yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf. Keempat, sebagai
koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan
yang terjadi di masyarakat.’

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf hadir sebagai
bentuk pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan
yang ada pada perundang-undangan sebelumnya. Bentuk pengembangan
dan penyempurnaan itu misalnya berkaitan dengan obyek wakaf. Jika
dalam PP. No. 28 Tahun 1977 obyek wakaf terbatas berupa tanah milik,
maka dalam undang-undang wakaf yang baru ini objek wakaf dapat
berupa harta bergerak yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi:
(a) vang (b) logam mulia (c) surat berharga (d) kendaraan (e) hak atas
kekayaan intelektual (f) hak sewa (g) benda bergerak lain sesuai dengan
ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.’

Permasalahan kemudian muncul terkait keabsahan mewakafkan benda
bergerak berupa Intellectnal Property Right (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
menurut Hukum Islam (Fikih). Fikih secara sistematik belum
mengangkat hak cipta keilmuan, seperti hak paten atas merek dagang
sebagai hak milik perorangan atau kelompok yang tunduk pada hukum
petlindungan. Produk ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan seizin atau
tanpa izin dari penemunya, justru tercatat sebagai akses perolehan pahala
yang tetap berlanjut pasca kematian penemu ilmu tersebut. Selain itu,
keberadaan Intellectnal Property Right (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang
tidak berwujud (zmmateri) membutuhkan sebuah upaya penalaran terkait

! Jaih Mubarok, Wakaf Produfktif, edisi ke I (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 57.
2 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, 59.
3 Pasal 1 dan 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
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kelayakannya memasuki wilayah cakupan definisi harta benda wakaf yang
telah ditetapkan oleh fikih.

Konsepsi Umum tentang Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab a/waqf bentuk masdar
datri wagafa—yaqifu-waqfan.' Sebagai kata benda, kata alwagf semakna
dengan kata al-pabs. Kalimat: pabistu—ahbisu-habsan dan kalimat: abbistu—
apbistu-apbasan maksudnya adalah wagafiu (saya menahan).’

Berpijak dari pengertian wakaf menurut bahasa di atas, dapat
disimpulkan, bahwa a/pabs maupun alwaqgf sama-sama mengandung
makna menahan, mencegah atau melarang dan diam. Dikatakan
menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua
tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Sedangkan secara istilah para ulama mendefinisikannya secara
beragam.6 Ragam definisi mengarah pada satu titik bahwa wakaf adalah
upaya menyisihkan sebagian harta milik yang diperuntukkan bagi hal-hal

4 AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia  Terlengkap (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), 1576.
5 ‘Abd. al-Radf ibn T4j al-“Arifin, Taisir al-Wagif ‘ali Gawimid al-Wagif (Mekah: Maktabat
Nizar Mustafa al-Baz, 1998), 15.
6 Terdapat beberapa ragam definisi tentang wakaf yang dikemukakan oleh para ulama’
sebagaimana berikut:
- Imam Abu Hanifah mendefinisikanan wakaf dengan:
ol e (o il A s ol (S5 o T
“Menahan harta di bawah tangan pemiliknya, dan menyedekabkan manfaatnya untuk jalan kebaikan”.
(Kamal al-Din Muhammad ibn ‘Abd al-Wahid al-Siwésly al-Sakandarly ibn Humam, Faz#) al-
Qadir, Vol. 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyah, 1995), 190.)
- Mazhab Malikly mendefinisakan wakaf dengan redaksi:
i 2 ol 3 G 5 2 i L
“Memberikan manfaat dari sesutn ketika sesuatn itn masih ada dengan tetapnya hak kepenmilikan benda
pada orang yang memberikan walanpun hanya kiasan”. (Muhammad ‘Ulais, Minap al-Jalil Syarp
Mukbtasir Kbalil, Vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 108.)
- Menurut Mazhab Syafiy mendefinisakan wakaf dengan redaksi:
g e o ) B A el o s L IS G s
“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekalnya benda dengan menetapkan
penggunaan benda tersebut kepada perkara yang dibolehkan oleh syarak”. (Syams al-Din Muhammad
ibn Khatib al-Syarbiniy, Mugn al-Muptdj, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 510.)
- Sedangkan menurut Mazhab Hanbaliy, wakaf adalah:
i oy JoS s
“Wakaf adalah menahan yang asal (harta_yang diwakafkan) dan memberikan manfaatnya™. (Syams al-
Din Abi al-Faraj ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ‘Amr Muhammad ibn Ahmad ibn Qudamah al-
Maqdisly, a/-Syarh al-Kabir, Vol. 6 (Mekah: Maktabat Dar al-Baz, t.t.), 185.)
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yang bernilai positif dengan dilandasi ketulusan menjalankan ajaran
agama.

Ditinjau dari segi peruntukannya, terdapat dua macam bentuk wakaf.
Pertama, wakat abliy. Wakaft ahliy disebut juga wakaf keluarga atau wakaf
khusus, yang dimaksud dengan wakaf ab/jy ialah wakaf yang ditujukan
kepada orang-orang tertentu, seseorang atau terbilang, baik keluarga wagif
maupun orang lain.” Seperti apabila ada seseorang mewakafkan sebidang
tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang
berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam
pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini, kadang-kadang juga disebut wakaf @/
al-anldd, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan
sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.’ Kedua,
wakaf khairly. Praktik wakaf &bairiy dalam kehidupan masyarakat dikenal
dengan istilah wakaf sosial. Dikatakan demikian, karena wakaf ini
diberikan oleh si wdgif agar manfaatnya dapat dinikmati oleh kalangan
masyarakat secara umum, tidak oleh orang-orang tertentu saja.” Seperti,
mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang
kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian
dan sebagainya."

Semua mazhab sepakat bahwa tujuan wakaf adalah untuk ibadah."
Oleh karenanya, wakaf harus bertujuan untuk hal-hal yang baik serta
berguna, tidak mengenai hal-hal yang dilarang oleh agama seperti untuk
tempat perjudian, porstitusi dan tempat kemaksiatan lainnya.12 Bahkan,
menurut pendapat mazhab Syafi‘ly, diperbolehkan wakaf yang dilakukan
oleh penganut agama lain asalkan untuk hal-hal yang bersifat positif
menurut syarak.” Mazhab Hanafly berpendapat bahwa wakaf yang
dilakun Non-Muslim tidaklah sah, sama halnya dengan wakaf terhadap
hal-hal yang dilarang oleh agama seperti wakaf untuk tempat perjudian.
Sebaliknya, menurut mazhab Malikly, mazhab Syafi‘ly, dan mazhab
Hanbaliy perwakafan oleh orang bukan Islam yang bertujuan untuk

7 Munzir Qahaf, a-Waqf al-Islimiy (Manajemen Wakaf Produktif), alih bahasa Muhyiddin
Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), 24.

8 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnabh (Beirut: Dar al-‘Arably, 1997), 378.

 Qahaf, al-Waqf al-Islimiy..., 24.

10 Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggaraan Haji, Fikih Wakaf (Jakarta: Departemen
Agama, 2003), 221-222.

1 Wahbah al-Zuhailly, a/-Figh al-Islimiy wa "Adillatub, Vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),
7645.

12 Muhammad Amin ibn ‘Abidin, Radd al-Mukbtar ‘ald al-Durr al-Mukbtir, Vol. 6 (Beirat: Dar
al-Fikr, 2005), 537.

13 Al-Syarbiniy, Mugn al-Muptdj..., 515.
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membantu kepentingan umum adalah sah.'"" Namun demikian, Para
ulama fikih pada prinsipnya dalam beberapa hal mempunyai pendapat
yang sama, yaitu bahwa wakaf sangat dianjurkan dalam agama Islam
sebagai amal yang utama dan berguna untuk kepentingan agama.
Persamaan itu khususnya dalam hal wakaf untuk masjid, wakaf yang telah
diputuskan oleh hakim dan wakaf yang berbentuk wasiat (pesan
menjelang ajal), serta sesuatu yang disedekahkan adalah hasil benda atau
manfaatnya, bukan bendanya. Perbedaan pendapat antara para mujtabidin
tersebut di atas adalah saling mengisi satu dengan yang lain, yang
diperlukan dalam menyelesaikan kasus yang berbeda.

Objek Wakaf dalam Hukum Islam

Terdapat beberapa corak pendapat di kalangan para ulama
menyangkut objek yang legal untuk diwakafkan. Perbedaan pendapat ini
tidak terlepas dari konsepsi masing-masing ulama menyangkut hakekat
wakaf. Berikut disajikan ragama pendapat sebagaimana dimaksud.

Pertama, mazhab Hanafly. Kriteria benda wakaf yang ditetapkan oleh
mazhab ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipindah dan dirubah, seperti
‘agar dan yang semisalnya, maka tidak diperbolehkan mewakafkan
mangiil, dan harta yang bisa dibagi (bukan milik bersama yang tidak bisa
dibagi).” ‘Agir yang dimaksud di sini, sebagaimana dijelaskan oleh
Wahbah adalah sesuatu yang tidak dapat dipindah dan dirubah dari satu
tempat ketempat yang lain, seperti rumah dan tanah.'® Lebih lanjut
Wahbah menjelaskan pengertian mangi/ menurut mazhab Hanafly
dengan mengatakan:

“Mangil adalah sesuatn yang bisa dipindah dan dirnbah dari satn tempat ke

tempat yang lain, baik tetap dalam bentuk dan keadaan semula, atan terjadi

perubaban pada bentuk dan keadaannya sebab proses perpindaban dan perubaban.

Termasnk di dalamnya mata nang, harta perdagangan, berbagai jenis hewan, benda-

benda yang dapat ditakar dan ditimbang”.’”

Dengan menetapakan dua syarat ini, dalam mazhab Hanafly
mewakafkan benda-benda bergerak seperti mobil, hewan ternak dan
lainnya tidak diperbolehkan.”” Secara umum mazhab Hanafly hanya
memperbolehkan wakaf ‘@gdr (tanah dan sejenisnya) saja. Adapun benda-

14 Al-Syarbinly, Mugn al-Muptdj..., 7601.

15 Ala> al-Din Abt Bakr ibn Mas‘td al-Kasanly al-Hanafly, Badi’i al-Sand’i‘, Vol. 6 (Beitut:
Dar al-Ma‘rifah, 2000), 349.

16 Al-Zuhailly, al-Figh al-Isliniy..., 2881.

17 Al-Zuhailly, al-Figh al-Isliniy..., 2881.

18 Ibn Humam, Fazh al-Qadir..., 200.
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benda bergerak (almangil) yang boleh diwakafkan hanyalah bersifat
pengecualian dari aturan umum. Mazhab Hanafiy telah menetapkan cara
pelestarian keabadian benda wakaf dengan mengganti benda tersebut.
Sehingga apabila berlaku kebiasaan wakaf uang dinar (emas) dan dirham
(perak) yang mana keduanya tidak mungkin diambil manfaatnya dengan
tetapnya keadaan, maka nilai dari mata uang tersebut dirupakan atau
dibelikan tanah agar kemanfaatan benda wakaf tetap terjaga.”’

Kedna, mazhab Malikiy. Mazhab Malikiy menetapkan kriteria benda
wakaf adalah sesuatu yang bisa dimiliki (a/-mamlik).”’ Ulama mazhab
Malikly menjelaskan tentang hakekat benda yang dapat dimiliki adalah
“Sesuatu yang mencakup kepemilikan atas zat dan kepemilikan atas
manfaat”.”' Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa a/-mamliik adalah:

Sesnatu yang dapat dimiliki Zatnya walaupun  sesnatu  tersebut tidak  boleh

diperyualbelian, seperti kulit hewan kurban, anjing pemburu, dan semisalnya. Sab

mewakafkan hamba yang hilang. Termasuk dalam kategori benda yang dapat
dimiliki adalab al-‘agar (benda tak bergerak), al-mugawwam (benda bermanfaat
secara Syara’), al-mislfy (benda yang memiliki padanan) dan binatang”?*

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Malikiy
memperbolehkan beberapa jenis benda wakaf. Pertama, agir (benda tak
bergerak) dan al-mangil/ (benda yang dapat dipindah). Kedua, dzat (benda
materiil) dan manfaat (benda immateriil). Ketiga, musyi’ (harta milik
bersama) dengan syarat apabila benda tersebut masih dimungkinkan
untuk dibagi. Secara umum, menurut mazhab Malikly semua yang dapat
dimiliki, baik itu berupa benda, baik tidak bergerak ataupun benda
bergerak, atau berupa manfaat dari suatu benda boleh untuk diwakafkan.

Ketiga, mazhab Syafi‘ly. Mazhab Syafi‘ly menerapkan kriteria yang
cukup ketat dalam benda wakaf dengan menyatakan:

“Syarat benda wakaf adalabh harus berupa benda tertentu yang dapat dimiliki

dengan kepemilikan yang dapat dipindabkan, dapat diambil faedah atan manfaat

dengan  tetapnya keadaan benda tersebut, sabh untuk disewakan dan dapat
dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama’??

Dari kriteria tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa objek wakaf
menurut mazhab Syafi‘ly harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama,

19 Al-Zuhailly, al-Figh al-Isliniy..., 7610.

20 “Ulais, Minah al-Jalil..., 109.

21 Abu al-Barakat Ahmad ibn Muhammad al-‘Adawly, a/-Syarh al-Kabir, dicetak bersama Al-
Dasuaqly, Hdsyiyat al-Dasiigfy, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 455.

22 Abu al-Barakat, a’-Syarh al-Kabir, 455.

25 Syams al-Din Muhammad ibn Abi al-Abbds Ahmad ibn Hamzah ibn Syihab al-Din al-
Ramliy, Nibdyat al-Mubtdj, Vol. 5 (Beirut: Dir al-Fikr, tt), 360-361.
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harus berupa benda, maka tidak sah wakaf manfaat.** Kedua, benda
tersebut bisa dimiliki, karenanya seorang yang merdeka tidak boleh
mewakafkan dirinya.” Ketigs, dapat dimiliki dengan kepemilikan yang
dapat dialihkan, maka tidak sah mewakafkan ’umm al-walad dan bayi
dalam kandungan.” Keempat, dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu
yang lama, maka tidak sah mewakafkan makanan dan wangi-wangian.”’
Mazhab Syafily memperbolehkan wakaf ‘%gdr (benda tak bergerak
seperti tanah dan bangunan) a/-mangil (benda bergerak seperti pakaian
dan kitab) dan almusyi‘ (harta bersama), baik berupa ‘gdr maupun
mangiil). >

Keempat, mazhab Hanbally. Mazhab Hanbally menetapkan kriteria
sebuah benda dapat menjadi objek wakaf dengan menyatakan bahwa
benda wakaf adalah Benda yang boleh diperjualbelikan, dapat
dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dengan tetapnya keadaan
benda tersebut, seperti hewan, ‘agir (benda tak bergerak) dan pedang.”
Menurut mazhab Hanbaliy kriteria benda wakaf harus memenuhi dua
kriteria. Pertama, benda yang sah untuk diperjual belikan. Oleh karenaya,
tidak sah mewakafkan anjing, babi, barang yang digadaikan serta hal-hal
lain yang tidak sah unutuk diperjualbelikan. Kedua, benda yang dapat
dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dengan tetapnya keadaan
benda tersebut, karenanya tidak sah mewakafkan sesatu yang tidak bisa
dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama seperti makanan dan wangi-
wangian. Sebagaimana mazhab Syafi‘ly, mazhab Hanbally juga
memperbolehkan wakaf ‘@gdr (benda tak bergerak) almangil/ (benda
bergerak) dan al-musyi’ (harta bersama, baik berupa ‘@gdr maupun al-
mangiil).”’

Dari seluruh paparan pendapat ulama fikih di atas, diketahui bahwa
jenis benda-benda yang dapat dijadikan sebagai benda wakaf. Pertama,
‘agar (benda tak bergerak). Ulama sepakat atas kebolehan wakaf ‘gdir
seperti, kebun, pekarangan, rumah dan semisalnya).”’ Kedua, mangil
(benda yang bisa dipindah). Dalam wakaf angsi/, hanya ulama Hanafiyah

24 Al-Ramliy, Nibdyat al-Mubtdj, 360.

25 Aba Ishaq Ibrahim ibn ‘All ibn Yusuf al-Fairdz Abadi al-Syiraziy, a/-Mubazzab, Vol. 1
(Beitut: Dar al-Fikr, 1994), 117.

26 Al-Syirazly, al-Mubazzab, 619.

27 Al-Syarbiniy, Mugn al-Muptdj..., 512.

28 Abd. al-Ra’af, Taisir..., 41.

29 Al-Maqdisly, a/-Syarh al-Kabir..., 188.

30 Al-Maqdisly, a/-Syarh al-Kabir..., 187.

31 Al-Zuhailly, a/-Figh al-Islimiy..., 7609.
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saja yang tidak memperbolehkan. Meskipun ada beberapa jenis mangiil
yang diperbolehkan, akan tetapi hal itu hanya pengecualian dari
ketentuan umum.” Ketiga, musyi’ (harta bersama). Untuk musyi‘ yang
dapat dibagi, ulama sepakat atas kebolehannya. Sedangkan untuk mzusya*
yang tidak bisa dibagi, maka ulama berbeda pendapat. Bagi ulama yang
mensyaratkan benda wakaf harus bisa diserah terimakan, maka wakaf
musya‘  tidak diperbolehkan. Sedangkan bagi ulama yang tidak
mensyaratkannya, maka wakaf zusyi * berhukum boleh.”

Objek Wakaf dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia

Di Indonesi perwakafan di atur dalam Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini, disamping untuk
menjamin legalitas wakaf di Indonesia juga memiliki semangat
pemberdayaan wakaf secara produktif-profesional. Hal ini setidaknya
terbaca dari definisi wakaf yang terdapat dalam pada Pasal 1 ayat (1) UU
Nomort 41 Tahun 2004;

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisabkan dan/ atan menyerabkan

sebagian barta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atan untuk_jangka

waktu tertentu Ssesuai dengan fepentingan guna keperlnan ibadah dan/ atau
kesejabteraan umum menurut syariah.>*

Jika dalam definisi ulama fikih, wakaf lebih lekat dengan nuansa
ibadah sakral, todak demikian halnya dengan definisi wakaf dalam
undang-undang yang juga mengakomodir nuansa ibadah profan.
Kesejahteraan umum ditetapkan sebagai ujung yang harus terwujud dari
adanya pranata wakaf.

Lebih dari itu, undang-undang perwakafan di Indonesia telah
berusaha melanjutkan visi dari aturan wakaf dalam fikih, khususnya
menyangkut objek wakaf. Jika dalam fikih objek wakaf lebih didominasi
oleh benda-benda yang mempunyai materi (‘az), undang-undang
perwakafan di Indonesia telah melakukan perluasan yang terhadap
kriteria objek wakaf. Pasal 1 ayat (5) UU No. 41 Tahun 2004 tentang
wakaf menyatakan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang
memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta
mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wigif.”’
Lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa harta benda wakaf
terdiri dari: (a) benda tidak bergerak (b) benda bergerak. Ayat (3) benda

32 Al-Zuhailly, al-Figh al-Isianiy..., 7610.
33 Al-Zuhailly, al-Figh al-Isianiy..., 7611.
34 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3% Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
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bergerak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah benda
yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi: (a) uang (b) logam mulia
(c) surat berharga (d) kendaraan (e) hak atas kekayaan intelektual (f) hak
sewa (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam undang-undang
ini, juga diatur adanya wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat-
surat berharga lainnya dan Intellectual Property Right (Hak Atas Kekayaan
Intelektual). Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan
dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham dan surat
berharga lainnya dan Intellectual Property Right, merupakan bagian penting
dalam pengembangan ekonomi.

Intellectual Property Right atau Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah
Hak untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual
yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk
manusia, baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
Tegasnya, Intellectual Property Right adalah hak milik yang dapat
dikomersialkan untuk memperoleh uang atau kekayaan kebendaan.”
Secara Rinci, Intellectnal Property Right terbagi menjadi 7 (tujuh) macam,
meliputi hak cipta, paten, merek (merek jasa, merek kolektif, merek
dagang), desain industry, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang,
varietas tanaman. >’

Analisis

Di Indonesia, cakupan obyek wakaf semakin meluas setelah keluarnya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kemudian
disusul dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam PP tersebut
disebutkan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak,
benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa vang. Intellectnal
Property Right atau Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk dalam
kategori benda bergerak selain uang. Pengkategorian ini didasarkan pada
ketentuan dari undang-undang, bukan karena sifat benda tersebut.
Intellectual Property Right memang termasuk sesuatu yang baru yang belum
ada pada masa ulama fikih. Meskipun pembahasan tentang boleh atau
tidaknya mewakafkan benda-benda immaterial yang berupa hak dan
manfaat sudah diperbincangkan dalam karya mereka.

36 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

37 Agus Satjono, Hak Kekayaan Intelekinal dan Pengetabuan Tradisional (Bandung: Alumni,
2000), 125.

38 Agus Satjono, Hak Kekayaan Intelektual, 125.
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Para ulama mazhab fikih memandang bahwa objek wakaf haruslah
memenuhi kriteria berupa benda materiil, memiliki nilai manfaat, dan
dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kriteria obyek wakaf
seperti ini disampaikan oleh ulama mazhab Syafi‘ly dan Hanbally,
keduanya tidak membatasi apakah benda tersebut berupa benda tidak
bergerak seperti tanah, rumah, gedung dan lain sebagainya ataupun
benda bergerak, seperti mobil, hewan ternak, buku, dan semisalnya. Hal
ini berbeda dengan mazhab Hanafly, mereka mensyaratkan obyek wakaf
harus berupa benda tidak bergerak. Para ulama dari tiga mazhab
berargumen bahwa wakaf harus selamanya, karenanya obyek wakaf juga
harus memiliki kriteria yang ketat sehingga maksud dari wakaf yang
digunakan untuk selamanya atau minimal dalam jangka waktu yang
cukup lama dapat terealisasikan. Mayoritas mazhab fikih mensyaratkan
obyek wakaf harus berupa benda materiil. Bahkan mazhab Hanafly
mengharuskan objek wakaf berupa benda tidak bergerak. Hal ini berbeda
dengan pendapat mazhab Syafi‘ly dan mazhab Hanbally yang
memperbolehkan objek wakaf baik berupa benda bergerak, ataupun
benda tidak bergerak.

Mazhab Malikly berbeda dengan tiga mazhab lainnya. Letak
perbedaan tersebut setidaknya terangkum dalam tiga hal. Pertama, wakaf
tidak harus selamanya, melainkan boleh dibatasi dengan jangka waktu
tertentu. Kedua, objek wakaf tidak harus berupa benda materiil
(berwujud). Akan tetapi juga bisa berupa benda immaterial (tidak
berwujud). Ketiga, hak kepemilikan wdgif terhadap objek wakaf tidak
hilang. Sebab, yang diwakafkan hanyalah manfaat dari objek wakaf dan
bukan objek wakafnya.

Mazhab Malikiy tidak mengharuskan obyek wakaf berupa benda
materiil (berwujud), akan tetapi juga dapat berupa benda immaterial
(tidak berwujud). Sebagai contoh kasus, ulama Malikiy memperbolehkan
apabila ada penyewa mewakafkan manfaat dari benda yang disewa
sampai dengan batas waktu habisnya masa sewa. Dari sini terlihat bahwa
yang diwakafkan bukanlah berupa benda yang bersifat materiil, akan
tetapi manfaat dari benda tersebut yang bersifat immaterial. Dengan
demikian, pandangan mazhab Malikiy terhadap objek wakaf lebih
mengacu pada sisi substansinya, yakni manfaat dari benda yang
diwakafkan tersebut, dan tidak hanya mengacu pada sifat kebendaannya.
Hal ini kiranya dapat disamakan dengan wakaf berupa Intellectual Property
Right, dimana yang diwakatkan adalah manfaat (nilai ekonomi) yang ada
pada hak tersebut.
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Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan, didapati bahwa wakaf
berupa hak tidak bertentangan dengan pandangan Hukum Islam (fikih),
sebab telah bersesuaian dengan pandangan salah satu mazhab fikih, yakni
mazhab Malikiy, yang memperbolehkan wakaf berupa manfaat. Titik
kesesuain diantara keduanya adalah sama-sama termasuk benda yang
tidak berwujud (zmmaterial). Dengan menggunakan metode ihaq al-masa’il
bi naddirihd (penyamaan sebuah masalah dengan yang sebanding),
disimpulkan bahwa hukum wakaf berupa Intellectual Property Right (Hak
Atas Kekayaan Intelektual) sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang
Perwakafan Di Indonesia adalah sah menurut Hukum Islam.
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